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ABSTRAK 

Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia, negara dalam rangka memberikan jaminan 

kepastian hukum telah mengupayahkan pensertipikatan tanah melalui Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang 

pokok agraria 1960 (UUPA) dapat diketahui dengan pendaftaran hak-hak atas tanah maka 

pemegang hak yang bersangkutan akan diberikan surat tanda hak atas tanah  dan berlaku sebagai 

alat pembuktian yang kuat terhadap pemegang hak atas tanah tersebut, terkait dengan hal itu 

negara dalam hal memberikan jaminan kepastian hukum dalam bidang pertanahan dibentuklah 

peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Namun pada kenyataanya 

peraturan-peraturan ini seperti belum mampu sepenuhnya melindungi para pemegang hak atas 

tanah. 

Tanggung gugat pejabat Badan Pertanahan Nasional akibat menerbitkan Sertipikat ganda, 

yang membawa dampak negatif terhadap pemegang hak dan bagi pejabat pertanahan itu sendiri, 

penyebab timbulnya Sertipikat ganda disebabkan karena banyak hal, mulai dari ketidakjujuran 

para pemohon, kelalaian dari pejabat pertanahan itu sendiri pada saat melakukan pengukuran 

pengecekan data fisik dan data yuridis, masih banyaknya data yang belum tersistem dengan baik 

di masa lampau juga menjadi salah satu penyebab timbulnya Sertipikat ganda. Namun BPN 

bukannya tutup mata dalam menyelesaikan permasalahan Sertipikat ganda ini. Melalui proses 

mediasi BPN mencoba mencari jalan keluar dan menyelesaikan setiap permasalahan Sertipikat 

ganda yang muncul. BPN juga mengizinkan pada pihak yang bersengketa untuk membawa 

permasalahan Sertipikat ganda ke Pengadilan Negeri jika tidak terdapat titik temu dalam proses 

mediasi.   
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ABSTRACT 

 

 Land is a basic human need, the state in order to guarantee legal certainty has seeking 

manufacture certificate ground through the National Land Agency (BPN) as stated in Article 19 

paragraph (1) and (2) of the Act principal agrarian 1960 (UUPA) can be identified by the 

registration of rights to land, then the holder of the relevant right will be given a certificate of 

land rights and apply as a strong evidence against the holder of the rights to the land associated 

with that country in terms of ensuring legal certainty in the land sector established government 

regulation No. 24 of 1997 concerning land registration. Nevertheless, despite these regulations 

as yet been able to fully protect the holders of land rights. 

 

 Accountability of officials of the National Land Agency as a result of issuing of 

Certificate double, which adversely affect the rights holders and the official land itself, cause of 

the double Certificate due to many things, from the applicant's dishonesty, negligence of officials 

of the land itself at the time of the measurement data checking physical and juridical, still much 

data is not included in the system are well in the past is also one of the causes of the double 

Certificates. BPN But instead closed eyes in resolving this double Certificates. BPN through the 

mediation process to try to find a solution and resolve any problems that arise double 

Certificates. BPN also allow the parties to bring issues to double Certificates District Court if 

there is no meeting point in the mediation process. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian berkenaan dengan tanggung gugat pejabat Badan Pertanahan 

Nasional terhadap penerbitan Sertipikat ganda maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Apabila ditinjau dari segi prosedural dan terdapat kesalahan dari pejabat BPN maka ada 

sanksi ganti rugi dari pejabat namun hanya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu 

rupiah), dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), apabila kesalahan timbul dari 

pemohon sendiri yang memohonkan  hak atas tanah maupun penunjuk batas pada saat 

pengukuran dan pihak BPN telah sesuai dengan seluruh prosedur termasuk pengiklanan dan 

tidak ada yang mengajukan keberatan (iklan selama 90 hari), maka pejabat BPN tidak 

bertanggung jawab serta bertanggung gugat terdapat hal itu, namun akan muncul 

dampak/aspek pidana maupun perdata bagi penunjuk batas atau pemohon. 

2. Sifat/asas rechtmatig terhadap Keputusan Tata Usaha Negara maka apabila tidak ada 

pembatalan dan atau pencabutan dari instasi yang menerbitkan atau pembatalan/pencabutan 

dari Pengadilan maka SHM tetap sah dan mengikat. Meskipun dampak berlakunya dari SHM 

yang terdapat catatan tumpang tindih (sertipikat ganda) dari BPN (SKPT) tidak mempunyai 

kekuatan hukum karena tidak dapat digunakan untuk jaminan maupun proses jual beli. 
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